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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 




Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa s es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal x zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
ش sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah „ apostrof 
ى ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ ai a dan 
 َؤ fathah dan wau au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a A dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i I dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u U dan garis di atas 
  
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf ىَ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه فْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal al-Qur’a>n 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalalah (َ ٰ الل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
ِِو ّّٰللاُن ْيِد di nullah َ ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
ِِو ّّٰللا ِِةَْحَْر ِِف ِْمُى  hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan dan lain-lain) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa m
a
 muhammadun illa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt = subhanallahu wata’ala 
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 
a.s = ‘alaihi al-sallam 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
W = Wafat Tahun 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
 Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 
ص =ةحفص 
 بدونِمكان = دم
 صلىِاللهِعليوِوِسلم= صلعم
 طبعة=  ط
 بدونِناشر= دن
 الىِاخرىا / الىِاخره=  الخ
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Kajian utama dalam skripsi ini adalah perbandingan mengenai tindak pidana 
suap menurut kitab undang-undang hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, 
dengan sub masalah yaitu: 1) bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku 
tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional? 2) bagaimana ketentuan dan 
sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana Islam?, dan               
3) bagaimana mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional dan 
hukum pidana Islam?. 
 
Penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa metode penulisan, baik dalam 
pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Data yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian 
kepustakaan (library research) berupa penelusuran terhadap bahan-bahan tertulis 
seperti buku, jurnal ilmiah, majalah dan bahan tertulis lainnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk membandingkan antara ketentuan hukum pidana nasional dengan 
hukum pidana Islam mengenai tindak pidana suap serta sanksi hukum bagi pelakunya 
dalam kedua sistem hukum tersebut.  
 
Ketentuan mengenai tindak pidana suap dalam hukum pidana nasional, diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak 
Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 1 sampai Pasal 5 yang memberikan sanksi 
berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan kategori suap (risywah) 
menurut hukum pidana Islam terdiri atas tiga unsur utama, yaitu adanya pihak 
pemberi (al-rasyi), pihak penerima (al-murtasyi) dan adanya barang yang 
diserahterimakan. Adapun cara mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana 
nasional dengan memberikan sanksi hukum, baik berupa penjara maupun denda. 
Sedangkan menurut hukum pidana Islam tidak ada ketentuan yang tegas mengenai 
sanksi hukum yang diberikan, baik terhadap pemberi maupun penerima suap, tetapi 
hadis hanya mengatakan bahwa keduanya dilaknat oleh Allah dan kelak dimasukkan 
ke dalam neraka. Ketentuan seperti ini dianggap lebih berat ketimbang hanya penjara 
atau denda karena kedua bentuk sanksi tersebut hanya didapatkan ketika di dunia 
saja. Dari sini dapat dipahami bahwa pencegahan suap dalam Islam lebih 




A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa hasil positif 
bagi pembanguna. Namun di sisi lain akan sangat dengan mudah disalahgunakan oleh 
sebagian orang-orang yang beritikad tidak baik, melalui cara-cara yang tidak terpuji, 
yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. 
Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri. 
Perkembangan peradaban umat manusia akan semakin mewarnai bentuk dan 
corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan Dengan kata lain, kejahatan atau 
tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan 
melekat pada tipe bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. 
Kritik dan saran kurang kepercayaan terhadap pengadilan pada intinya 
mengandung tuduhan terjadinya ketidakadialan (injustice), merupakan gugatan 
bahwa pengadilan tidak dapat “memperbaiki yang sah” (to right wrongs). Malahan 
lebih berat, profesi hukum pengacara, jaksa dan hakim yang bekerja di pengadilan 
dituduh telah melakukan perbuatan yang melanggar etika profesi (unethical) atau 
yang melanggar hukum (illegal).
1
 Masing-masing profesi hukum tersebut, 
mempunyai pengaruh yang kuat dalam terciptanya tujuan negara untuk menegakkan 
hukum dan keadilan. 
Namun, profesi tersebut saat ini kurang lagi dipercaya oleh masyarakat, 
karena masing-masing profesi secara langsung dapat berhubungan dengan pihak-
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Agus Budianto,  Delik Suap Korporasi di Indonesia (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), 
h. 3  
pihak yang hanya karena kepentingan pribadinya dapat membeli insan profesi 
tersebut dengan suap atau kolusi. 
Pada hakekatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan 
norma pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan 
menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya 
dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas. Aturan yang melarang 
perbuatan suap yang berlaku hingga sekarang ini, hanya terbatas pada bidang tertentu, 
misalanya perbuatan suap yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
Di pihak lain, tingginya jumlah pihak-pihak yang membutuhkan keputusan-
keputusan, juga dapat mempengaruhi kinerja dan karakter para profesi ini. Suap dan 
kolusi dalam tubuh profesi hukum tumbuh subur tanpa adanya tuntutan hukum, 
karena selain peraturannya yang masih memakai produk KUHP, juga kualitas aparat 
penegak hukum yang terbudaya dengan suap. Beberapa pasal KUHP yang mengatur 




Suap menyuap dalam penggelapan dana-dana publik seringkali 
dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar  dari tindak pidana korupsi. Korupsi, 
dalam tinjauan lebih umum, diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak 
wajar, atau noda suatu perusakan integrasi, atau asas-asas moral. Tindakan suap 
diasumsikan sebagai keputusan independen dan rasional yang dibuat oleh agen 
individu atau memaksimalkan keuntungan atau kegunaan personal.
3
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Secara filosifi, pidana suap merupakan  mala per se
4
 atau mala in se
5
 dan  
bukan mala in prohibita. Konsep mala per se dilandasi oleh pemikiran natural 
wrongs yang menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tentu merupakan kejahatan 
yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan 
perundang-undangan telah melarangnya, melainkan memang sudah dengan 
sendirinya salah. 
Konsep mala in prohibitia bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan 
dianggap tercela atau salah karena perundang-undanag telah melarangnya, sehingga 
disebut juga sebagai  regulatian offenses. Tindak pidana suap merupakan  male per se 
karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi 
(influencing) agar disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanya.
6
 
Dengan pengertian disebut diatas, maka delik suap dikatakan  mala in 
probhita, baik delik tersebut masuk dalam pengertian merugikan keuangan negara 
dan pasal 12 dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. Maupun, delik suap itu 
dilakukan  oleh perusahaan swasta dan yang ditujukan oleh badan hukum atau 
perseorangan yang bukan Pegawai Negeri, yang tunduk pada ketentuan Undang-
Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidan suap. 
Kasus penyuapan yang melibatkan saksi di pengadilan tergolong tindak 
pidana berat, sebab ia tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana suap sebagaimana 
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Mala in se ialah tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata hukum positif  
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diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan asas 
peradilan yang  jujur dan tindak pidana berupa gangguan terhadap proses 
memperoleh keadilan yang juga masuk kategori kejahatan melawan administrasi 
peradilan. 
Kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya suap-
meyuap, kolusi mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak 
lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar 
biasa (extraordinari crime),  karena karakter produksinya yang sangat kriminologi 
(dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat 
merugikan berbagai  dimensi kepentingan).
7
 
Dalam syar‟iat Islam sangat memperhatikan keselamatan harta benda 
manusia dan melarang untuk memakannya secara batil. Seperti kasus suap yang 
diberikan kepada penguasa atau pejabat supaya menjatuhkan hukuman kepada 
lawannya sesuai dengan kehendaknya atau meloloskan urusannya, atau menundanya 
sebab ada suatu kepentingan dan seterusnya. Agama Islam mengharamkan umatnya 
menempuh cara-cara suap/risywah kepada pejabat dan para pembatunya, juga 
mengharamkan untuk menerimanya.  
Islam melarang suap/risywah dan memperkerasnya kepada siapa saja yang 
bersekutu terhadap penyuapan ini. Karena meluaskan suap ditengah-tengah 
masyarakat akan menyebarkan kezaliman dan kerusakan. Misalnya memutus perkara 
secara tidak benar, kebenaran tidak memperoleh  kebenaran hukum, memprioritaskan 
seseorang yang seharusnya tidak memperoleh prioritas, serta akan meluasnya jiwa  
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vested interest
8
 di dalam masyarakat, bukan jiwa melaksanakan kewajiaban. 




ِنبِ ماشىِ انثدحِ يربِ نبِ ربحِ نبِ يلعِ انثدحِ يزاوىلأاِ بويأِ نبِ لهسِ نبِ دحْأِ انثدح
ِبابذِ بيأِ نبِ نحْرلاِدبعِنبِثرالحاِنعِ بئذِبيأِ نبِنعِ جيرجِنبِانأبنأِنياعنصلاِفسوي
ِوِ ويلعِ للهاِ ىلصِ للهاِ لوسرِ لاقِ لاقِ ورمعِ نبِ للهاِ دبعِ نعِ نحْرلاِ دبعِ نبِ ةملسِ بيأِ نع
فِيشترلداوِيشارلاِ:ِملسِرانلا ِ)ىراخبلاِهاور( 
Artinya: 
Telah bercerita kepada kami Ah}mad bin Suhail bin Ayyu>b al-Ahwa>zi>, telah 
bercerita kepada kami „Ali> bin Bah}ri> bin Bari>, telah bercerita kepada kami 
Hisya>m bin Yu>suf al-S{an„a>ni>, mengabarkan kepada kami Ibn Jari>r  dari Ibn 
Abi> Z|a‟b dari H{a>ris\ bin „Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Z|abba>b dari Abi> Salamah 
bin „Abd al-Rah}ma>n dari „Abdullah bin „Amru> berkata: Rasulullah  saw. Bersabda: 
“Penyuap dan yang menerima suap masuk neraka.” (HR al-Bukha>ri>).10 
 
Risywah dalam istilah hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah 
suap merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong oleh keikhlasan 
untuk mencari ridha dari Allah swt.  melainkan untuk tujuan-tujuan yang 
bertentangan dengan syariatnya. Oleh karena itu, Islam melarangnya. Pemberian 
dengan motif di atas, disamping dapat merugikan orang lain yang menjadi lawanya, 
juga merusak nilai-nilai kebenaran yang seharusnya ditegakkan penerima suap, yang 
memakan harta suap yang bukan haknya. Artinya disamping secara hukum ia 
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bersalah menerima sogokan yang dilarang agama, ia juga memakan harta kekayaan 
dari hasil perbuatan haram (“memakan api neraka”).11 
Al-Qur‟an sebagai kitab suci ummat Islam telah memperingatkan kepada 
umat Islam untuk tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil atau 
tidak sah. Hal ini diuraikan dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29. Allah swt. berfirman: 
 
   ِ   ِِِ  ِ ِ  ِ   ِ ِِ
 ِ   ِ ِِ ِِ ِِ  ِِِ ِ ِ ِ
   ِِِ
Terjemahanya:
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di atara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.
12
 
Pernyataan ayat tersebut menghendaki adanya keseimbangan kehidupan 
manusia di muka bumi ini, dalam rangka mewujudkan terciptanya kehidupan 
masyarakat yang aman dan tentram dalam bingkai masyarakat madani. Namun, 
kejahatan seperti tindak pidana suap merupakan kejahatan yang telah merusak 
kepentingan umum. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 
masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana menurut Kitab Undang 
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Undang Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana 
suap? 
Berdasarkan dari pokok masalah tersebut maka yang menjadi sub-sub 
masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 
1. Bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap 
menurut hukum pidana nasional? 
2. Bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap 
menurut hukum pidana Islam? 
3. Bagaimana mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional 
dan hukum pidana Islam?.  
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian 
sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini. Maka 
dengan itu penulis membagi kata perkata agar dapat dipahami, uraian yaitu sebagai 
berikut, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan 
delik, melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.
13
 Suap, 
Penyuapan adalah uang sogok atau orang yang memberi uang suap; orang yang 
menyuap.
14
 Hukum Pidana Nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu 
negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh 
masyarakat pada suatu negara.
15
 Hukum Pidana Islam atau lebih dikenal dengan Fikih 
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nasional.html?m=1 (Diakses pada tanggal 17 Maret 2016).  
Jinayah yang merupakan ilmu hukum syara‟ yang berkaitan dengan masalah 





D. Kajian  Pustaka 
Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan 
momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang 
ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
17
 
Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi 
beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud 
diantaranya adalah Dr. Agus Budianto dalam bukunya delik suap Korporasi di 
Indonesia yang menjelaskan tentang persoalan suap menyuap dan penggelapan dana-
dana publik yang seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak 
pidana korupsi. Selanjutnya, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, buku 
ini menjelaskan tentang delik suap yang terdapat pada pasal 209 dan pasal 201 
KUHP. Namun buku ini tidak membahas secara panjang lebar mengenai delik suap. 
Ditambahkan dengan Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thuraiqi, Hukum suap dalam 
Islam. Terjemahan. K.H. Azis Masyhuri. Buku ini menjelaskan tentang persoalan 
tindak pidana suap dalam pandangan hukum Islam. Jimly Assihiddique, mengatakan: 
male per se adalah tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri (evil in it self), 
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sedangkan mala prohibita adalah tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh 
tata hukum positif. Pembedaan ini adalah pembedaan yang merupakan elemen tipikal 
dalam dokttrin hukum alam, yang tidak dapat diterapkan dalam teori hukum positif.
18
  
Perlu juga dijelaskan disini apa yang dimaksud dengan delik. Perbuatan yang 
oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukuman bagi mereka yang 
melanggarnya, dinamakan perbuatan pidana atau delik. Berbicara mengenai 
pengenaan ancaman sanksi terhadap suatu delik, tidak terlepas dari asas legalitas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Tujuan yang hendak dicapai oleh asas 
legalitas adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan, 
mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalagunaan 
kekuasaan, dan memperkokoh rule of law. 
Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 
perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai nullum 
delictum nulla poena sine proevia lage. Dengan demikian, konsep asas legalitas ini 
merupakan konsep male per se (suatu perbuatan dianggap jahat karena tercela). 
Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan oleh penulis, 
baik secara kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara 
signifikan tentang persoalan yang diuraikan. Meskipun ada diantaranya yang 
mengkaji tentang delik suap, namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis 
ingin mengkaji secara mendalam tentang delik suap berdasarkan hukum pidana 
nasional dan hukum pidana Islam. 
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E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 
doktrimal, yaitu penelitia yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 
sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena ia hanya 
membutuhkan data yang bersifat sekunder. 
2. Pendekatan penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagi 
berikut: 
a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar‟i), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
menelah ketentuan-ketentuan hukum Islam (berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis) 
berkaitan dengan suap (riswah) 
b. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach), yaitu menelah ketentuan-
ketentuan hukum nasional mengenai delik suap. 
c. Pendekatan komperatif 
Pendekatan komperatif  (comperatif appoach) pendekatan ini dilakukan untuk 
membandingkan ketentuan suap dalam nasional dan hukum Islam. Perbandingan 
dilakukan  untuk membandingkan dilakukan untuk memperoleh gambaran 
mengenai persamaan dan perbedaan di antara kedua bentuk hukum tersebut. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan melalui  penelitian kepustakaan (Library reasearch) yaitu 
mengumpulkan data dan bahan-bahan yang bersumber dari sejumlah literatur, baik 
mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak. 
Sumber bahan hukum 
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri 
dari: 
a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: 
(1) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945 
(2) Undang-undang yaitu: Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor. 20 Tahun 
2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1991 
tentang pemberantasan Tindak Piadan Korupsi. 
b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah  dan sebagainya. 
c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, 
indeks, kumulatif, dan sebagainya.
19
 
4. Teknik Pengolahan 
Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut: 
1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang 
relevan dan mendukung penulisan skripsi ini data tersebut diperoleh dari 
bahan kepustakaan. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa 
bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode 
editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data 
tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan 
rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. 
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2) Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari 
pengelolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi 
data dan editing data. 
5. Teknik analisis  





. Metode deduktif adalah metode yang mengunakan 
dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan 
masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana suap, 
b. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana 
suap, 
c. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi tindak pidana suap menurut Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keguanaan teoritis yaitu 
memberikan pemahaman tentang tindak pidana suap dalam tinjauan hukum 
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Induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan- penjelasan 
kemudian diakhiri dengan kalimat utama. 
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Komparatif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan- penjelasan 
kemudian diakhiri dengan kalimat utama. 
positif dan hukum pidana Islam kepada seluruh warga masyarakat dan terutama 
mahasiswa yang bergelut di dunia hukum. 
b. Secara Praktis 
Secara praktis pembahasan terhadap delik suap ini diharapkan dapat menjadi 
masukan dan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara, 
khususnya bagi instansi pemerintahan. Penelitian ini diharapkan memberi 
manfaat untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintahan, 
aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa. 
c. Secara Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan di bidang 
hukum yang berkaitan dengan delik suap dalam pandangan pemikiran hukum 






GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA SUAP DALAM HUKUM 
NASIONAL  
A. Konsepsi Tindak Pidana  
1. Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana  
Belanda yaitu stafbaar feit
22
. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS hukum pidana 
Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaar feit itu. Oleh karena itu, 
para ahli hukum berusaha memberikan arti dan istilah itu.
23
 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang 
ada maupun dalam bentuk literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah stafbaar 
feit yaitu  
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan 
pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah 
tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 
Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Tindak 
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Stafbaar feit adalah istilah asli bahasa Belanda yang dierjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia dengan berbagai pengertian  yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana maupun perbuatan 
yang dapat di pidana.  
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Adami Chazawi, Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas 
belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67. 
 
 
Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 
1999), dan perundang-undangan lainnya. 
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalanya  R. Tresna 
dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, H.J van Schravendijk dalam buku 
Pembelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin. dalam buku 
beliau Hukum Pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah 
peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. 
3. Delik, yang sebenarnya berasal berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan 
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan stafbaar feit. Istilah 
ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya  E. Utrecht,  walaupun juga 
beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. 
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana 
yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja. 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku 
beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana.  
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12/Drt/1951 Tentang Senjata 
Api dan Bahan Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh  Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, 
misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.
24
 
Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda). 
Mengenai delik atau yang disebut juga sebagai tindak pidana dalam arti 
strafbaar feit para pakar hukum pidana mengartikan defenisinya masing-masing 
yaitu: 
1. Vos  mendefenisikan bahwa delik atau tindak pidana adalah feit yang dinyatakan 
dapat dihukum berdasarkan undang-undang. 
2. Van Hamel mendefenisikan delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap 
hak-hak orang lain. Sedangkan, 
3. Simon  mengartikan bahwa delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
25
 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit dari tujuh istilah 
yang digunakan sebagai terjemahan strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
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 Adami Chazawi, Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas 
belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1,h.68. 
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Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika 2005), h. 
8.   
Secara literijk, kata straf  artinya pidana, baar  artinya dapat atau boleh dan 
feit adalah perbuatan. Dalam kaitanyya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, 
ternyata strafditer jemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu 
adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf  sama dengan recht, yang 
sebenarnya tidak demikian halnya. 
 Kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara 
literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat istilah, yakni 
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim 
digunakan dalam pembendaharaan hukum kita untuk menggartikan dari istilah 
Overtrending sebagai lawan dari istilah misdriven kejahatan terhadap kelompok 
tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.
26
 
Kata  peristiwa  menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan 
perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan 
mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan 
manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar 
petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru 
menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang diakibatkan oleh 
perbuatan manusia.  
Istilah  tindak  memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-
undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak 
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Adami Chazawi, Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas 
belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1,h. 67.  
menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (bandelen) semata, dan tidak 
termasuk kelakuan manusia yang pasif dan negatif (nalaten). Pada hal pengertian 
yang sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun 
pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk 
mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan 
dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah 
suatu bentuk tindakan melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh 
karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya. 
Delik secara literlijk sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah strafbaar 
feit karena istilah ini berasal dari kata delictum (latin), yang juga dipergunakan dalam 
pembendaharaan hukum belanda: delict, namun isi pengertiannya tidak ada 
perbedaan prinsip dengan istilah strafbaar feit. 
Perbuatan secara literlijk adalah lebih tepat sebagai terjemahan feit, seperti 
yang telah lama kita kenal dalam pembendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah 
materirrle feit atau formeele feit (feiten een formeele omschrijving, untuk rumusan 
perbuatan dalam tindak pidana formil). 
2. Bentuk-bentuk tindak pidana 
Bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
27
 Hukum pidana umum ialah hukum 
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Adami Chazawi, Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas 
belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana , h. 121. 
pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan 




a. Tindak pidana umum 
1) Tindak pidana pencurian  
Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai  mengambil 
barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara 
melanggar hukum. Unsur dari tindak pidan pencurian adalah mengambil barang. Kata 
mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang 
barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada 
apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tindak pidana 
pencurian ini diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara jika 
didahului dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan jika dilakukan 




2) Tindak pidana pembunuhan  
Tindak pidana pembuhan diatur dalam KUHP  diatur pada Pasal 338 tentang 
menghilangkan nyawa. Merampas nyawa seseorang karena pembunuhan dipidana 
penjara selama lima belas tahun penjara. Untuk menghilangkan nyawa orang lain 
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Zainal Abidin Farid,Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika, cet IV), h. 18.  
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Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: PT Refika 
Aditama), h. 14.  
seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang 
berakibat dengan orang meninggal orang lain dengan catatan bahwa opzet dari 
pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. 
Dari uraian di atas jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu 
tindak pidana materil atau suatu matereel delict. Sedangkan tindak pinana 
pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan benda tumpul maka dikategorikan 
sebagai tindak pidana penganiayaan. Apabila perbuatan yang mengakibatkan luka 
maka diancam pidana lima tahun penjara dan jika mengakibatkan kematian maka 
diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.
30
 
3) Tindak pidan pornografi 
Kata pornografi terbentuk dari pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau 
cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar 
dan patung. Pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung atau barang pada 
umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila 
dari orang yang membaca atau melihatnya. Tindak pidana pornografi ini termuat 
dalam pasal 282 KUHP diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.
31
 
b. Tindak pidana khusus 
1) Tindak pidana korupsi (suap) 
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Lamintang dan Theo Lamintanh, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa Tubuh 
dan Kesehatan (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.  
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Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 113. 
Tidak ada defenisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi 
secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan 
keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk 
kepentingan pribadi orang lain. Umumnya, tipikor dilakukan secara rahasia, 
melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan 
keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat tipikor biasanya 
menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-
keputusan itu. Mereka biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan 
berlindung di balik pembenaran hukum. 
2) Tindak pidana pencucian uang (money laundering) 
Devenisi yang universal dan komperhensif mengenai apa yang dimaksud 
dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering.. Sutan Remy Sjahdeini 
menggarisbawahi, dewasa ini istilah money londering  sudah lazim digunakan untuk 
menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk 
melegalisasi uang  kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Defenisi lain, 
tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memperoses sejumlah besar uang 
ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut 
hukum, dengan mengunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau 
tindakan pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang 
diperoleh dari hasil tindak tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta 
kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.
32
 
3) Tindak pidana perpajakan 
Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum  dan tata cara perpajakan, pengertian 
pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur tindak pidana perpajakan adalah (1) siapa 
saja, baik orang pribadi atau badan yang (2) melakukan perbuatan yang melanggar 
kewajiban perpajakan, dan (3) menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
33
 
Namun pada penulisan skripsi ini penyusun akan membahas secara mendalam 
tentang  tindak pidana suap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum 
pidana Islam 
B. Pengertian Tindak Pidana Suap dalam Hukum Nasional 
1. Pengertian tindak pidana suap 
Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan 
korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-
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Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika Cet IV 2014), h. 15. 
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Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika Cet IV 2014), h. 32. 
Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap 
yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung 
kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang 
bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (abuse of power) 
dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pengawai negeri 
atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari 
keadilan dan kepastian hukum.
34
 Penyuapaun merupakan istilah yang dituangkan 
dalam Undang-Undang sebagai salah satu  hadiah atau janji (giften/beloften) yang 
diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuaapan  pasif ada 3 unsur 
yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan 




2. Bentuk-bentuk tindak pidana suap 
Adapun bentuk-bentuk tindak pidana Korupsi menurut  The United Nations 
Convention Againt Corruption (UNCAC) yaitu: 
a. Penyuapan pejabat publik nasional 
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Pengaturan mengenai penyuapan pejabat  terdapat pada dalam Pasal 15 huruf 
(a) dan pasal 15 huruf (b) the United Nations Convention Againt Corruption 
(UNCAC). Adapun Pasal 15 (UNCAC) menyatakan: 
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to estabilish as criminal offences, whwn committed intentionally: 
(Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk 
menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja). 
1) The promise, offering or giving, to a public official, directly or inirectly, of 
an undue advantage, for the official himself or herself or another person or 
entitly, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of 
his or her official duties (janji, tawaran, atau pemberian pemanfaatan yang 
tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, 
untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu 
bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya); 
2) The solicitation or accepance by a public official, directly or indirectly, of 
an undue advantage, for the official himself or herself or another person or 
entity, in order that the official duties (Permintaan atau penerimaan manfaat 
yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak 
langsung, untuk pejabat itu sendiri atau badan lain agar pejabat itu bertindak 
atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya).
36
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (UNCAC) di atas, menyimpulkan bahwa 
menurut ketentuan Pasal 15 huruf (a) (UNCAC), suatu perbuatan dikatakan sebagai 
tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan pejabat publik nasional apabila 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Suatu perbuatan itu dilakukan sengan sengaja 
2) Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran, pemberian 
3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya 
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Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara 
Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption (UNCAC) (Jl. Mengger 
Girang No. 98, Bandung), h. 131.  
4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung 
5) Perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada pejabat publik nasional 
6) Perbuatan tersebut memberikan manfaat atau keuntunggan untuk pejabat itu 
sendiri atau orang atau badan lain 




b. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik 
Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik 
bribery of foreign public official and officials of public international organizations. 
Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing 
dan pejabat organisasi internasional publik diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) 
dan ayat (2) (UNCAC). Adapun Pasal 16 (UNCAC) menyatakan sebagai berikut: 
1) Easc state party shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to establis as a criminal offence, when committed intentionally, 
the promise, offering or giving to a foreigh public official or an  indirectly, 
of an undue advantage, for the official himself  or herself or atnother person 
or entity, in order that the official duties, in order to obtain or retain 
business or other undue advantage in relation to the conduct of international  
business (Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan 
tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk mendapatkan sebagai kejahatan, 
jika dilakukan dengan sengaja, janji, tawaran atau pemberian manfaat yang 
tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, 
untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu 
bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya, untuk 
memperoleh atau mempertahankan bisnis atau manfaat lain yang tidak 
semestinya dalam kaitannya dengan pelaksana bisnis internasional). 
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Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption (UNCAC) h. 131. 
2) Each state party shall consider adopting such legislative and other measures 
as may be necessary to estabilish as criminal offence, when committed 
intentionally, the solicication or accepatance by a foreign public official of a 
public international organization, directly or indirectly, of an undue 
advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in 
order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her 
official duties (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil  
tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang perlu untuk 
menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan 
atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik asing 
atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak 
langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain agar pejabat itu bertindak 
atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya).
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Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat dengan jelas suatu perbuatan 
dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai tindak pidana korupsi berupa 
penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Perbuatan dilakukan dengan sengaja 
2) Perbuatan tersebut berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian 
manfaat 
3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya 
4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung 
5) Perbuatan tersebut memberikan manfaat, baik kepada pejabat publik asing 
atau pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain 
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 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara 
Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption, h. 133. 
6) Perbuatan tersebut ditujukan agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau 
tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.
39
 
c. Penyuapan di sektor swasta 
Tindak pidana korupsi berikutnya sebagaimana diatur dalam (UNCAC) adalah 
tindak pidan korupsi penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector). 
Mengenai hal ini diatur eksplisit dalam Pasal 21 huruf (a) dan hurus (b) (UNCAC). 
Adapun pasal 21 The United Nations Convention Againt Corruption 
(UNCAC) menyatakan: 
Each State shall consider adopting such legislative and other  measures as may be 
necessary to establish as criminal offences when committed intentionally in the 
course of economic, financial or commercial activities: (Negara Pihak wajib 
mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-
tindakan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan 
dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuanggan atau perdagangan:) 
1) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue 
advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private 
sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order 
that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting 
(Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, 
manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, 
dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk 
orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak 
bertindak); 
2) The solicitation or aceptance, directly or indirectly, of an undue advantage 
by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector 
entity, for the person himself or herself or for another person, in order that 
he or she, breach of his or her duties, act or refrainfrom acting (permintaan 
atau penerimaan, secara langsung maupun tidak langsung manfaat yang 
tidak semestinya oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan 
apaun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia 
melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak). 
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Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara 
Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption,h. 142 
Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu perbuatan dapat 
dikatakan tindak pidana korupsi berupa penyuapan secara aktif yaitu: 
1) Perbuatan dilakukan secara sengaja 
2) Perbuatan dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi, keuanggan atau 
perdagangan 
3) Bentuk perbuatan yakni memberikan janji, penawaran atau pemberian lainya 
4) Pemberian tersebut memberikan manfaat yang tidak semestinya (secara 
langsung atau tidak langsung) 
5) Dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja (dalam jabatan apaun) di 
sektor swasta 
6) Memberikan manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain 




3. Landasan hukum tindak pidana suap 





Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini 
adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
sudah ada. 
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 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara 
Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption (UNCAC), h. 144. 
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Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana 
suap,” Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178, h. 1. 
 Pasal 2 
Baranng siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorng 
dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau 
kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap 
dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-
bannyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 
 
Pasal 3 
Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau 
patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan 
supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang belawanan dengan kewenangan 
atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana penjara selama-
lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima 
belas juta rupiah). 
 
b. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 
2001 tentang tindak pidana korupsi penyuapan 
 Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 
 Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 
atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, 




c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor. 20 Tahun 2001. 
Pasal 5 ayat 2 
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
pemberian atau janji sebagaimana yang dimksud dalam ayat (1) huruf a atau b, 
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Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.  
43
Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 
2010), h. 169. 
 C. Teori Pencegahan Suap 
Teori pencegahan suap menurut para ahli: 
1. Novel baswendan dalam sebuah blognya  
Praktik Suap menyuap terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, 
dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan 
perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, 
sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang 
menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari 
pegawai negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang 
berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut.
44
 Pada 
dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau 
kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan 
tersebut maka mengharapkan ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus 
membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya 
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 Novel Baswedan, Mencega Suap http://novelbaswedan.blogspot.co. id/2013/06/mencegah-
suap.html (Diakses pada tanggal 12 Februari 2016). 
 Dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung maupun 
tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang sangat 
besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik.
 
 
Apabila tindak pidana korupsi (Suap) akan dicegah, maka yang harus 
dilakukan adalah dengan cara  
a. Memperbaiki  sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup 
terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara.  
b. Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggaran  
negara, yang  dengan  hal itu  dapat digunakan untuk melacak  peningkatan  harta  
kekayaan  yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai 
dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.  
Kedua  hal tersebut  para penegak hukum bisa dan mau melakukan penegakan 
hukum terhadap tindak pidana korupsi (suap) yang selama ini jarang dilakukan 
Penindakan  hukum, sehingga  dapat  tercapai  efek jera atau deterrence effect.45 
2. A. Ridwan Halim dalam Bukunya Tindak Pidana Pendidikan. 
Cara untuk mecegah korupsi, namun menurut penyusun cara ini dapat juga 
digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap: 
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Novel Baswedan, Mencega Suap http://novelbaswedan.blogspot.co. id/2013/06/mencegah-
suap.html (Diakses pada tanggal 12 Februari 2016). 
a. Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat 
mungkin bersih dari berbagai penyelewengan 
b. Menjaga dalam mempertehankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra 
guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari 
pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak 
bertanggung jawab 
c. Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam 
penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku 
d. Mengikut sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan 
batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum 
tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan 
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A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: 
Suap di dunia Pendidkan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, dalam sebuah tulisan 
Antonius Ps Wibowo (Jakarta: Galiah Indonesia, 1985), h. 10. 
BAB III 
SUAP DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Pengertian Tindak Pidana Suap Menurut Hukum Pidana Islam 
Secara etimolologis kata risywah berasal dari bahasa Arab “ َ ْر َي ْش ْوْ  - اَشَر” yang 
masdar atau verbal nounnya bisa dibaca  “ ٌّ ةَوْشِر,” “ ْةَو َشر” atau “ٌّ  ْة  و  ش ر ” (huruf ra’-nya 
dibaca kasrah, fath}ah atau d}ammah) berarti “َ  َ ْل عَجا  ” yaitu upah, hadiah, komisi 
atau suap. Ibnu Mnzhur juga mengemukaan penjelasan Abdul Abas tentang makna 
kata risywah, ia mengatakan bahwa riyswah terbentuk dari kalimat “  ْخ رَفلااَشَر ” anak 
burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk 
disuapi.  
Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam 
rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka 
membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.
 47
 
Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak 
pemberi (al-rasyi), pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyi) dan barang 
bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus riyswah 
tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang 
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Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jl. Sawo Raya No. 18 Jakaarta), h. 
89. 
sebagai objek risywah-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker 
atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak 
kelima, misalnya, pihak yang betugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak 
yang dimaksud. Suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, Suap 
dikategorikan sebagai perbuatan yang memutarbalikkan kejahatan menjadi kebenaran 
mengubah suatu yang haq menjadi batil.
48
  
Suap yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama risywah yaitu pemberian 
sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan 
untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, 
maupun mewujudkan suatu kebathilan. Jika ada seorang hakim, misalnya ia hendak 
mengadili suatu perkara kita, lalu kita memberinya sesuatu agar keputusannya 




B. Larangan Menyuap Dalam Hukum Islam 
Larangan -laranggan dalam tindak pidana suap/risywah yaitu terdapat pada 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbandinggan 
unsur-unsur korupsi menegaskan bahwa fiqih jinayah sekurang-kurangnya terdapat 
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Qur‟an dan Tafsirnya”, Skripsi (Yogyakarta:Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h. 12. 
49“Suap dan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam” (Khotbah Jumat), Bersama Dakwah, 
(Februari 2016), h. 2  
praktik korupsi di zaman sekarang. Jarimah yang dimaksud yaitu ghulul 
(penggelapan), risywah (penyuapan/gratifikasi), ghasab (mengambil paksa hak/harta 
orang lain), khianat, al-sariqah pencurian dan al-hirabah. Penulisan buku yang 
dikutip penyusun tidak menemukan data tentang pelaku risywah yang diberi sanksi 
hukum di zaman Rasulullah. Beberapa hadis hanya dinyatakan bahwa Allah 
mengutuk pemberian, penerima dan perantara jarimah risywah. Namun demikian, 
unsur risywah dalam rumusan pasal undang-undang korupsi menduduki posisi kedua 
setelah unsur khianat. Unsur risywah dipakai sebanyak 12 kali. Dua belas kali 
terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 (1), huruf a dan 
b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c,d dan pasal 13 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor. 20 Tahun 2001.
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Larangan-larangan suap/penyuapan yang sesuai dalam hukum  Islam yaitu al-
Qur‟an, hadis dan pendapat ulama. 
a. Al-Qur‟an 
QS Al-Baqarah/2:188 
 ِ  ِ  ِ  ِ   ِ  ِ ِ ِ   ِ ِ
 ِ ِِ ِ  ِ  ِِِِ
 
Terjemahnya 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
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Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 149. 
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Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahanya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 
2007, h. 46.  
 QS AN Nisa‟/4:58 
 
ِِ ِ ِِ  ِ   ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِِ
  ِ  ِِِ ِ ِ  ِِِِ ِ ِ  ِ ِِِ
 
Terjemahnya 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 




QS AN Nisa‟/4:135 
 
ِ   ِ   ِِِ ِ ِ  ِِِ ِ  ِ ِ
   ِ  ِِِ  ِ ِ ِِ  ِ  ِ ِِ ِ ِ





Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 






   ِ  ِِِ ِِ ِ ِِ ِ
  ِ  ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ
 ِ ِِِ ِِ ِِَِ
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Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan, 2007, h. 100. 
Terjemahnya 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 







ِنعِ ,ةعرزِ بياِ نعِ ,باطلخاِ بياِ نعِ ,ثيلِ نعِ ,ةدئازِ بياِ نباِ انثدحِ :لاقِ ركبِ اوباِ انثدح
,نابوثِ نعِ ,سيرداِ بياَِِلَاق:َِِمَّاَسَوِ ِوْيَلَعِ ُللهاِ ىَّلَصِ ِللهاِ ُلوُسَرِ َنَعَل َِشِءااَّرْلاَوِ َيِشَتْرُمْلاَوِ يِشاَّرلا
اَمُحَن ْ ي َبِيِشَْيَِيِذَّلاِِنِْع َيِ)ملسمِهاور(55 
Artinya: 
Menceritakan kepada kami Abu Bakr, dia berkata: bercerita kepada kami Za‟idah 
dari List dari Abi Khttab dari Abi Zir‟ah dari Abi Idris dari Tswab Berkata: 
Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan disuap, dan orang yang 
menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya.
 
(HR Muslim) 
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Abu> Bakr bin Abi> Syaibah, „Abd Allah bin Muh}ammad bin Ibra>hi>m bin „Us\ma>n 
bin Khawa>siti> al-„Abbasi>, al-Kita>b al-Mus}annif fi> al-H}adi>s\ wa al-A<s\a>r, Juz IV  (Cet. I; 
Riya>d}: Maktabah al-Rusyd, 1409), h. 444,  lihat juga, al-Syaukani, Nail al-Autar, (Bairut: Dar al-
Fikr, tth), Jilid 9, h. 127. 
c. Pendapat para ulama 
 
Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 
tanggal 23-27 Rabi‟ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli  2000 M dan membahas tentang Suap 
(Riswah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, setelah  
Menimbang, 
1) Bahwa pengertian risywah dan status    hukum-nya, hukum korupsi,dan 
pemberian hadia kepada masyarakat, kini banyak di pertahankan kembali oleh 
masyarakat, 
2) Bahwa  MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum masalah 
dimaksud. 
Menetapkan. 
Pertama : Pengertian 
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 
a) Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain 
(pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar 
menurut syari‟ah) atau membatilkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi; 
penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut 
ra‟isy (Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Ghariz al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226). 
b) Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan 
sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau 
membatilkan perbuatan yang hak. 
c) Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau 
masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di 
lingkungan pemerintahan maupun lainnya. 
d) Korupsi adalah tindakan pengambilan sesua-tu yang ada di bawah kekuasaannya 
dengan cara yang tidak benar menurut syari‟at Islam. 
 
Kedua : Hukum 
a) Memberikan risywah dan menerimanya hukumya adalah haram. 
b) Melakukan korupsi adalah haram. 
c) Memberikan hadiah kepada pejabat: 
(1) Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan oleh pejabattersebut 
memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak 
haram), demikian juga dengan menerimanya. 
(2) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat 
tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini tiga kemungkinan: 
(a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan 
apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram; 
(b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka 
bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, 
haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk 
meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); 
(c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum 
maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan 
untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi 
memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya. 
Ketiga: Seruan 
Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam 
praktek hal-hal tersebut. 
 
Keempat: Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 





C. Bentuk-Betuk Suap Menurut Hukum Islam. 
a. Money politik  
 
Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus 
besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Suap dalam bahasa arab adalah risywah 
atau risywah, yang yang berasal dari kata al-risywah yang artinya sebuah tali yang 
menyambungkan sesuatu ke air. Al-rasyi adalah orang memberi sesuatu yang batil, 
sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. Al-raisy adalah perantara keduanya 




Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut 
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
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Rabiul Akhir 1427 H/ 27 Juli 2000), h. 364. 
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Muh. Mahfudhin, “Money Politic Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”,  Skripsi 
(Yogyakarta: Fak. Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 17.  
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BAB IV 
KETENTUAN DAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SUAP 
DALAM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Tindak Pidana Suap dan Sanksi Hukumnya Menurut Ketentuan Hukum 
Pidana Nasional 
Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidan korupsi 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 




Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-
kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis 
pengertian  hadiah  itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-undang 
Tindak Pidana Suap (UUTPS) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan 
adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap. 
Perbedaan pokok pengertian suap dalam UUTPK dengan UUTPS dapat 
dilihat dari persyaratan yang diajukan, yaitu bila dalam UUTPS tidak memiliki 
persyaratan tentang istilah pejabat publik (public official) dimana adanya hubungan 
antara kekuasaan dan jabatan, sebaliknya persyaratan adanya istilah kepentingan 
umum (public interest) tidak terdapat UUTPK. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11. tahun 1980 tentang 
tindak pidana suap diimplementasikan pada sarana-sarana yang berkaitan dengan 
kepentingan umum, sehingga tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam segala 
bidang dan tidak hanya membatasi pada masalah olahraga saja awalnya UU ini dibuat 
ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980 an Pasal 2 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11. Tahun1980 sering disebut 
penyuapan dalam bentuk aktif, karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa 
memberikan atau menjanjikan agar si penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai 
dengan tugas yang bertentangan dengan kewenagan dan kewajibanya. Sedangkan 
dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 disebut 
juga penyuapan dalam bentuk pasif, karena si pelaku menerima sesuatu atau janji 
untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan kewenangan atau kewajibanya. 
 
Melihat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .11 
Tahun 1980, perbuatan dokter sebuah rumah sakit (swasta) yang menerima suap agar 
tidak melakukan tindakan medis pada pasien yang justru perlu adanya tindakan 
medis, atau seorang orang tua murid yang melakukan suap kepada seorang guru agar 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, pasal 2. 
Sedang dalam tindak pidana korupsi perbuatan suap menyuap berkaitan 
dengan subyek dari tindak pidana korupsi, yaitu Pegawai Negeri yang menurut Pasal 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1971 menyebutkan bahwa : 
“Pegawai Negeri yang dimaksud dalam UU. Ini, meliputi juga orang-orang 
yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, atau badan 
hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran kelonggaran dari 
Negara atau masyarakat”. 
(Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 
ditambah dengan “korporasi” yang mempergunakan modal dari Negara atau 
masyarakat). 
 
Dari pengertian pegawai negeri tersebut, apabila kita lihat dalam Pasal 209 
KUHP, Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP maka ada dua kemungkinan yang 
dilakukan oleh pegawai negeri yaitu pertama, menerima suap yang berhubungan 
dengan jabatannya dan kedua pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. 
Dalam pengertian yang pertama, dapat dicontohkan yaitu apabila seorang 
polisi atau jaksa setelah menerima suap maka perkara yang ditanganinya tidak 
dilanjutkan ke tahap penuntutan atau persidangan atau juga hakim setelah menerima 
suap akan menghukum ringan bahkan membebaskan terdakwa. Hal ini jelas 




Sedang dalam pengertian yang kedua, sebagai contohnya yaitu seseorang 
yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau aparat penegak hukum 
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Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk 
Memahami Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: KPK, 2006),h. 15.  
dimana si pemberi hadiah/janji tidak mengharapkan apapun tetapi masih ada 
hubungan dengan tugas dan jabatannya maka pemberian itu dimaksud untuk 
mendorong ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas 




Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angaka 1 KUHP, 
yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 
Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001. 
Dalam menyimpulkan  apakah  suatu  perbuatan termasuk  korupsi menurut 
pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 
1. Setiap orang 
2. Memberi sesuatu 
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatanya 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan 
diancam dengan pidana. Tindak pidana berisikan tentang kejahatan  (perbuatan jahat) 
dan pelanggaran. Pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.
63
 
Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tindak pidana korupsi adalah penyuapan. 
Penyuapan merupakan istilah yang di tuangkan dalam undang-undang sebagai salah 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-










Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 jo Undang-Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 
satu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi 
penyuapan aktif dan penyuapan pasif.  Peningkatan terjadinya korupsi disebabkan 
karena lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini  
dikarenakan adanya penanganan korupsi yang tebang pilih, khususnya tindak pidana 
penyuapan. Bilamana aparat penegak hukum serius dalam menangani kasus-kasus 
secara profesional maka tujuan dari pada hukum yaitu keadilan dapat terwujud di 
dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Tindak pidana korupsi suap, saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan 
negara (pemerintah) sehubung dengan tindak pidana tersebut sudah merabah kedalam 
dunia hukum atau peradilan di hampir semua sub sistem pada sistem peradilan 
pidana. Sebagai white collor crime yang berkaitan dengan peyalagunaan jabatan atau 
kekuasaan, maka negara atau (pemerintah) harus konsisten didalam 
penaggulangannya berdasarkan equality before of law.
64
 
Mencermati tindak pidana korupsi suap sebagai white collor crime,  diperoleh 
hasil adanya dimensi kekuasaan dan dimensi keserakahan sehingga diperlukan 
konsepsi yang matang di dalam penanggulangannya melalui law reform dengan 
menumbuhkan kembali asas-asas dalam KUHP yang sudah lama terkikis sedikit demi 
sedikit. Usaha pemberantasan secara tidak langsung juga perlu dilakukan melalui 
tindakan-tindakan reform lainya di lapangan politik, ekonomi, pendidikan, moral, dan 
juga rekruitmen para penegak hukum yang meliputi sub sistem peradilan pidana, 
sehingga dihasilkan sub sistem peradilan yang bersih dari korup, bermoral, cakap, 
tegas dan konsisten di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. 
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 B. Tindak Pidana Suap dan Sanksi Hukumnya Menurut Ketentuan Hukum 
Pidana Islam 
Dalam sebuah kasus, risywah melibatka tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi 
(al-rasyi), pihak penerima tersebut (al-murtasyi) dan barang bentuk dan jenis 
pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus risywah tertentu boleh 
jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek 
risywahnya-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau 
perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, 
misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesempatan para pihak 
dimaksud. 
Beberapa definisi risywah, defenisi penulis buku Kasyf al-Qanna ’an Matn al-
Iqna’, Mansur bin Yunus Idris al-Bahuti, menurut penulis cukup menarik sebab, ia 
mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua 
dalam rangka mencegah pihak pertama agar terhindar dari kezaliman pihak kedua dan 
agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibanya maka pemberi semacam itu tidak 
dianggap sebagai risywah yang dilarang agama.
65
 
Dalam defenisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak 
kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak 
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak 
pertama, maka dalam masalah ini boleh diberikan sesuatu berupa suap atau sogok. 
Menurut penulis, pernyataan pengandaian seperti ini tidak wajar sehingga dalam 
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Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 90. Lihat juga al-Bahuti, Kasyaf al-
Qanna an Math al-Iqna, jilid 6, h. 316.  
kasus semacam ini tidak perlu diselesaikan dengan cara menyogok dan menyuap, 
tetapi justru sebaliknya diperingatkan, dikritik dan diberikan sarana terbaik. Senada 
dengan pengandaian yang dikemukakan oleh al-Bahuti di atas, Syamsul Haq al- Azim 
mengatakan, sebaiknya pemberian-pemberian dalam kondisi seperti ini tidak 
dilakukan terhadap hakim-hakim dan para pengusaha sebab upaya untuk membela 
pihak yang benar sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, menolak 
kezaliman yang dilaksanakan pelaku terhadap objek (mazlum) juga wajib dilakukan 




Syamsul Haq al Azim Abadi dalam pernyataan mengemukakan bahwa 
pemberian yang dilakukan dengan niat agar penyimpangan dalam penyelewengan 
pihak penerima bisa diubah semakin baik, sebaliknya tidak dilakukan dalam masalah 
peradilan dan pemerintahan (al-qudah wa al-wulah) sebab tanpa diberi sogok atau 
hadiah pun membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan 
pemerintah. Maka, tidak layak jika dalam berbuat adil harus menerima suap. 
Paparannya al Syaukani secara jelas mengatakan bahwa bila ada seseorang 
yang menganggap ada bentuk-bentuk risywah tertentu dan dengan tujuan tertentu 
diperbolehkan maka hal itu harus disertai dengan alasan dalil yang bisa diterima. 
Sebab, dalam hadis tentang terlaknatnya para pelaku risywah tidak disebutkan tentang 
jenis dan kriteria-kriteria risywah. 
al-Syaukani mengemukakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan 
haramnya risywah adalah penafsiran Hasan (al-Basri) dan Sa‟id bin Jubair 
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sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Kalimat  “ ِْت  حُّسِللْ َن  و لاَّكَأَ   “ yang 
terdapat dalam Alquran, Surah al-Maidah (5) ayat 42, dipahami oleh keduanya 
dengan risywah. Memang, menurut riwayat Masruq bin Mas‟ud ketika ditanya 
tentang makna al-suht apakah berarti risywah? Beliau memang tidak mengatakan al-
suht berarti risywah, tetapi siapa pun yang tidak menentukan hukum dengan hukum 
yang diturunkan Allah maka ia termasuk orang kafir, zalim dan fasik. Kemudian Ibnu 
Ma‟ud berkata, tetapi makna kata al-suht adalah jika seorang yang meminta tolong 
kepada kalian atas kezaliman orang tersebut, kemudian dia memberikan hadiah 
kepada kalian maka jangan kalian terima. 
Redaksi yang sedikit berbeda, al-Qurthubi mengemukakan riwayat Ibnu 
Mas‟ud tentang penafsiran kata al-suht, yaitu seseorang yang membatu memuluskan 
keperluan kawannya, kemudian orang yang ditolong tersebut memberikan hadiah dan 
diterima oleh pihak yang telah memberikan hadiah itu. 
Defenisi al-suht riwayat Ibnu Mas‟ud,menurut penulisan al-Qurthubi tidak 
dibatasi apakah hadiah diberikan kepada hakim dalam proses pengadilan atau secara 
hadiah kepada siapa pun. Dalam hal ini, al Syaukani secara tegas membatasi pada 




Pendapat-pendapat seperti itu oleh al-Syaukani dianggap sebagai pendapat 
yang amat bobrok (fi ghayah al-suqut), khususnya uraian al-Magribi ketika 
                                                          
67
Dikutp dari Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 90. Dalam al-Syaukani 
mengatakan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada hakim atau yang serupa dengannya 
merupakan salah satu bentuk risywah, sebab seseorang yang memberikan hadiah kepada hakim bukan 
karena terbiasa maka tidak mungkin ia memberikan hadiah tersebut kecuali dengan maksud/ tujuan 
tertentu. Hadiah tersebut bertujuan untuk menguatkan (keputusan) batilnya atau dimaksudkan untuk 
memenangkan haknya (pemberian hadiah), dan kedua tindakan ini haram dilakukan. Lihat al-
Syaukani, Nail al-Autar, (Beirut: Dar al-Fikr,tth), jilid 9. H. 173  
mensyarahi hadis risywah dalam kita Bulugh al-Maram. Bertolak dari prinsip al-
Syaukani, Syamsul Anwar mengkontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus 
di Indonesia. Menurutnya, pada zaman sekarang paham seperti ini akan ikut 
mendorong lajunya korupsi, pemberian semacam ini meskipun dilakukan oleh 
pemberi untuk mendapatkan hanya yang sah tetap akan merusak sistem palayanan 
publik, berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut. 
Menurut penulis, pendapat Syamsul Anwar di atas sangat tepat sebab 
seandainya memberi suap atau menerima suap diperbolehkan untuk memperoleh hak 
yang mesti diterima, untuk menolak atau memberantas kebatilan yang terjadi 
walaupun banyak orang yang membolehkan tetap saja akan semakin rentan terhadap 
maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi, dan nepotisme bahkan akan 
menumbusuburkan praktik mafia peradilan yang tidak terpuji. 
Suap merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
al-Dzahabi dalam kitab al-Kaba’ri. Menurutnya,  suap termasuk dosa besar ke-22, 
hanya saja al-Dzahabi mengatakan sebuah pernyataan yang dikritik secara keras 
oleh al-Syaukani di atas.
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Tidak hanya al-Dzahabi, tetapi juga Ahmad al-Siharufi dan al-Mubarakfuri 
yang memperbolehkan suap dengan tujuan memperjuangkan hak dan menolak 
kezaliman yang dirasakan oleh pihak pemberi suap. 
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Dengan mencermati pendapat para ulama di atas, bisa di ketahui bahwa pada 
umumnya ulama memperbolehkan suap yang bertujuan untuk memperjuangkan hak 
atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan disi seseorang. Masalahnya, 
jika budaya seperti ini dipraktekkan di Indonesia yang sedang berusaha memberantas 
korupsi, kolusi dan nepotisme justru akan sangat rentan sebab seseorang pasti akan 
berupaya mencari celah dan alasan agar bisa mendapatkan hak atau agar selamat dari 
ketidak adilan dan kezalimkan sehingga ahkirnya ia melakukan penyuapan kepada 
pejabat atau kepada pihak yang berwenang.  
Pendapat yang berkembang di kalangan para ulama   tentang diperbolehkanya 
suap untuk memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan ini tampaknya bukan 




Allah mengutuk penyuap dan yang disuap.
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Akan tetapi, pijakan mereka akan atsar atau riwayat-riwayat para sahabat dan 
tabi‟in yang ketika itu melakukan praktik penyuapan dalam konteks seperti ini. Di 
antara riwayat dimaksud adalah apa yang dikemukakan oleh al-Baghawi bahwa 
diriwayatkan dari al-Hasan, al-Sya‟bi, Jabir bin Zaib dan „Atha, sesungguhnya 
mereka berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap berdosa ketika dia 
mendayagunakan/mengatur diri dan hartanya untuk melakukan penyuapan pada saat 
dia terancam dengan ketidakadilan  
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Walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan secara ekplisit bahwa pemberian 
Ibnu Mas‟ud tersebut bukan kepada hakim atau penguasa resmi, tetapi bisa 
diperkirakan dari data-data lain, seperti yang dijelaskan oleh al-Mubarakfuri di atas 
bahwa yang beliau sogok bukan hakim atau pejabat, melainkan preman atau sejenis 
tukang palak (penguasa lahan) sebagai penguasa lahan kawasan Hasby, yang saat itu 
berbeda dalam wilayah dalam wilayah Islam. Oleh sebab itu, catatan al-Syaukani dan 
al-Mubarakfuri menjadi sanggat penting untuk diperhatikan agar tidak muda 




C. Cara Mengatasi Tindak Pidana Suap Menurut Hukum Pidana Nasional dan 
Hukum Islam 
Dalam hal pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana suap, yang 
menjadi pembahasan  dalam penulisan skripsi ini yaitu memerlukan pengefektifan 
hukum terlebih dahulu salah satunya adalah proese pembelajaran. Proses 
pembelajaran hukum disokong oleh ancaman paksaan yang akan memicu tindakan 
ketika tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang  menjadi cukup familiar hal ini 
dapat merubah menjadi suatu kebiasaan, dan sejenis terumbu karang sikap pun 
terbentuk. Dengan demikian kita bisa mengatakan tentang suatu arus argumentasi 
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Media 2013), h. 161. 
1. Menurut Hukum Pidana Nasional 
 
Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor 
penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri 
seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap-
menyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya dengan menaikkan gaji 
pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikan moralitas pegawai tersebut 
serta sistem reward dan punishment yang tegas, di samping itu faktor keteladanan 
dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula. 
Telah diakui pula bahwa korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang 
sangat luar biasa (extra ordinary crime), oleh karena itu penanganannya harus 
dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Untuk itu salah satu 
mencegah terjadinya penyuapan yang mengarah pada korupsi besar-besaran maka 
bagi pegawai negeri terutama aparat penegak hukum harus didaftar kekayaannya 
pada saat sebelum menduduki jabatannya sehingga akan mudah diperiksa dan 




Pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata seperti halnya dengan 
Anti Corruption Act di Thailand, dapat diterapkan di Indonesia. Pegawai negeri atau 
pejabat atau aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan asal-usul kekayannya 
yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri dapat langsung 
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digugat secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad). Oleh karena itu ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat 
sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya 
itu. Apabila pegawai/pejabat atau aparat penegak hukum yang berdasarkan bukti 
permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau 
sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. 
Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi faktor 
pencegah (prevention) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan 
dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak hukum. Ini penting karena, 
sarana penindakan (represi) dengan menggunakan hukum pidana dengan 
mengadakan penuntutan hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (ultimum 
remedium). Penyuapan sebagai bentuk korupsi jelas tidak akan terberantas hanya 
dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu preverensi yang lebih efektif. 
Satu hal yang sering dilupakan adalah kurang diperhatikannya peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat. Orang selalu berpikir bahwa hanya aparat penegak 
hukum saja perlu diancam dengan tindakan yang keras, tetapi jika masyarakatnya 
sendiri menoleransi penyuapan, setiap kali memerlukan pelayanan selalu 
menyediakan amplop, setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut 
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Untuk itu memberantas korupsi haruslah dicari dulu penyebabnya, kemudian 
penyebabnya dihilangkan dengan cara prevensi (pencegahan) disusul dengan 
pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan 
represif (penindakan) disamping itu pemberantasan korupsi harus ditunjang pula 
dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good govermance) dan pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development). Ini menunjukkan bahwa suap atau korupsi 
menjadi sesuatu yang unik karena ternyata dengan cara penindakan yang keras 
sekalipun korupsi tidak akan hilang contohnya di negara Cina, sekalipun pelaku 
korupsi dipidana mati ternyata korupsi masih belum bisa dihapus.
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2. Menurut hukum pidana Islam 
Dalam sistem Islam, salah satu pilar penting dalam mencegah korupsi ialah di 
tempuh dengan menggunakan sistem pengawasan yang ketat 
1. Pengawasan yang dilakukan oleh individu.  
2. Pengawasan dari kelompok, dan  
3. Pengawasan oleh negara.  
Dengan sistem pengawasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat 
peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk 
melakukan korupsi. Dengan diterapkannya syariat Islam tentu akan berefek pada 
tumbuhnya Spirit ruhiah yang sangat kental, spirit yang timbul bahwa siapapun 
merasa senantiasa diawasi oleh dzat yang maha melihat dan tak pernah tidur, spirit 
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yang membuka kesadaran bahwa akan ada hisab atas segala amal dan perbuatan 
manusia, bila spirit seperti ini yang timbul tentu akan berdampak pula pada 
menggairahnya budaya amar ma‟ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. 
Diberlakukannya  seperangkat hukuman pidana yang keras, hal ini bertujuan 
untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegah bagi calon pelaku. Dalam 
sistem Islam, korupsi (ikhtilas) adalah suatu jenis perampasan terhadap harta 
kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya 
diri atau orang lain.  
Upaya untuk menghindari terjadinya kasus suap dalam berbagai modusnya, 
sistem Islam melarang pejabat negara atau pegawai untuk menerima hadiah. Bisa kita 
lihat, pada masa sekarang ini banyak diantara pejabat/pegawai, ketika mereka 
melaporkan harta kekayaanya, kemudian banyak ditemukan harta yang tidak wajar, 
mereka menggunakan dalih mendapatkan hibah. Kasus seperti ini tidak akan terjadi 
dalam sistem Islam. Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Siapa saja 
yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah 




Adapun terapi dalam mengatasi tindak pidana suap berdasar pada persuasif 
yaitu 
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1. Menanamkan dan menumbuhkan pada diri kita tentang nilai-nilai keimanan; 
diantaranya selalu merasaka bahawa kita diawasi oleh Allah swt. pengadilan hari 
akhir (kiamat) merupakan pengadilan yang paling maha adil dan maha berkuasa 
mengembalikan hak-hak yang terampas pada pemiliknya, serta berkeyakinan 
bahwa Allah maha pemberi rezeki dan maha pemberi kelapanagn hidup. 
2. Menanamkan nilai-nilai moral yang bertumpu pada diri manusia bahwa 
pekerjaan yang kita laksanakan dianggap sebagai ibadah, kepercayaan, tanggung 
jawab, kemuliaan, kehormatan dan keluhuran. 
3. Setiap manusia dianjurkn untuk berkomitmen berperilaku lurus dan benar. Dan 
manifestasi hal tersebut adalah tolong menolong dalam kebajikan, ketakwaan, 
empati terhadap sesama manusia dan kegairahan untuk memenuhi keselamatan 
mereka serta berkomitmen bahwa sesama muslim adalah saling bersaudara 




4. Membagun sistem pengawasan yang aktif untuk mengawasi pelayanan publik 
dan untuk memastikan bahwa setiap orang telah menjalankan pekerjaannya 
sesuai dengan syariat Allah dan undang-undang sipil yang berlaku pararel 
dengan syariat Allah swt. dan sistem  hisbah dalam Islam merupakan salah satu 
model pengawasaan birokrasi pemerintahan yang patut dijadikan sebagai 
panutan. 
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5. Penerapan sistem reward and punishment yang mengacu pada rasa keadilan dan 
persamaan perlakuan, dengan tidak membeda-bedakan antara orang yang 
memiliki jabatan dan yang tidak mempunyai jabatan dan kaya maupun miskin. 
Semua orang dimata hukum adalah sama. 
6. Melakukan pengkajian ulang terhadap sistem, peraturan dan prosedur 
penyelesaian kerja serta pemenuhan kepentingan manusia. Pengurusan  birokrasi 
yang baik, simpel dan mudah dapat mencegah perbuatan suap-menyuap. 
7. Mengevaluasi tentang upah/gaji minimun atau yang sering di katakan sebagai 
istilah upah gaji minumun regional (UMR) hingga memenuhi ambang cukup 
bagi setiap orang, seghingga setiap setiap pekerja dapat hidup dengan layak, 
cukup, tercukupi kehidupan pokoknya, sambil tetap menjaga agama, akal, 
kehormatan dan hartanya. Sebab kemiskinan sering menjerumuskan pada 
kekafiran. 
8. Melakukan penyuluhan agama dan himbauan moral kepada para pejabat dan 
pegawai agar memegang teguh nilai-nilai keimanan, moral dan etika melakui 
program pertelevisian, ceramah, seminar maupun brosur-brosur selembaran . 
semakin erat manusia memegang syariat Islam maka semakin berkurang pula 
kebobrokan sosial, ekonomi dan manajemen.
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9. Contoh atau panutan yang baik. Elite yang bersih dan dapat dijadikan panutan 
merupakan terapi terpenting untuk mengatasi kejahatan suap yang sudah begitu 
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mengerogoti di segala lini kehidupan. Hal ini mengacu pada filosofi jika 
pemimpin baik, maka rakyatnya pun ikut baik, jika atasan baik, maka 
bawahannya kan baik dan seterusnya. 
Terapi dalam Islam diatas akan mampu dan menjamin terwujudnya kebaikan 
semesta, baik bagi kaum muslim itu sendiri maupun nonmuslim. Sebab semua syariat 
langit sesungguhnya melarang tegas praktik suap-menyuap melahap orang lain 
dengan cara yang tidak benar. Syariat juga ini melarang keras segala bentuk 
kebobrokan hati dan kematian nurani yang  menjerumuskan manusia ke dalam 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 
konteks hukum pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata “suap 
Hadiah atau janji” baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis 
pengertian “hadiah” itu segala sesuatu yang mempunyai nilai . Kitab Undang-
undang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 
Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi 
suap maupun si penerima suap. 
2. Hukum perbuatan risywah disepakati oleh parah ulama adalah haram, khususnya 
risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan 
yang semestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah 
bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak 
yang semestinya diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak 
kezaliman, kemudaratan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap. 
Penulis tetap menganggap bahwa dalam bentuk seperti ini suap tetap tidak baik 
dilakukan, apalagi dalam suasana bangsa Indonesia yang sedang berusaha keras 
memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang pengaruhnya sangat 
merusak seluruh tatanan kehidupan bangsa. Mirip dengan suap, sogok atau pun 
gratifikasi sebagai terjemahan dari risywah ini adalah hadiah.  
3. Cara mengatasi tindak pidana suap dalam hukum nasional dan hukum pidana 
Islam  yaitu: 
1. Dalam hukum pidana nasional 
Praktik  tindak pidana penyuapan dapat dicegah para para penegak 
hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus 
memperbaiki sistem dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal 
terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara 
serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan 
pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan muda mengetahui 
peningkatan harta kekayaan baik yang wajar maupun yang tidak wajar 
Mewujudkan suatu sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa 
agar dapat teertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana 
penyuapan. Menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan dan 
kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok 
Menindak tegas terhadap siapa saja oknum yang melakukan berbagai 
macam penyelewengan dalam  dunia pendidikan yang selaras dengan hukum 
yang berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tenteng Tindak Pidana 
Penyuapan. Masyrakat dan seluruh jajaran perlu turut ambil bagian dalam 
melakukan pengawasan terhadapa pelaku penyuapan ditubuh baik dalam 
lembaga maupun di tubuh para penegak hukum. 
2. Dalam hukum pidana Islam 
Dalam Islam telah dijelaskan secara tegas bahwa yang menyuap dan 
disuap sama-sama mendapat dosa. Apabila masyarakat sadar akan laknatullah 
atau azab Allah swt. maka tindak pidana penyuapan dipastikan tidak akan terjadi. 
Maka dari itu diperlukan  pengawasan yang dilakukan oleh individu dapat 
memeinimalis terjadinya penyuapan yang dilakukan  oleh seseorang, pengawasan 
secara kelompok dapat mencegah terjadinya tindakan yang dilakukan oleh 
oknum baik yang menerima maupun yang memberikan dan pengawasan oleh 
negara jadi apabila ketiga pengawasan yang dilakukan tersebut dapat mencegah 
terjadinya tindak pidana penyuapan.  
Menanamkan dan menumbuhkan pada diri kita sendiri tentang nilai-nilai 
keimanan diantaranya selalu merasakan bahwa Allah swt. selalu mengawasi kita 
dan akan menjadi hakim yang maha adil dan maha berkuasa mengembalikan 
hak-hak yang terampas pada pemiliknya. Menanamkan sistem pengawasan yang 
aktif untuk mengawasi pelayanan publik dan untuk memastikan bahwa setiap 
orang telah menjalankan pekerjaaannya sesuai dengan syariat Islam dan undang-
undang sipil yang berlaku pararel dengan syariat Allah swt. dan sistem hisbah 
dalam Islam merupakan salah satu model pengawasan birokrasi pemerintahan 
yang patut dijadikan panutan 
B. Implikasi penelitian 
Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor 
penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri 
seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap-
menyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya menaikkan gaji 
pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut 
serta sistem reward dan punisment yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari 
atasan kepada bawahannya. 
Pemerintah, lembaga hukum. Polri, Kejaksaan dan KPK diharapka dapat 
bekerja sama dengan baik untuk memberantas kasus korupsi terutama dalam kasus 
penyuapan yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari kalangan pejabat 
pemerintahan itu sendiri, politikus serta masyarakat.  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keguanaan teoritis yaitu 
memberikan pemahaman tentang tindak pidana suap dalam tinjauan hukum pidana 
nasional dan hukum pidana Islam kepada seluruh warga masyarakat dan terutama 
mahasiswa yang bergelut di dunia hukum. 
Secara praktik pembahasan terhadap delik suap ini diharapakan dapat menjadi 
masukan dan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara, khususnya 
bagi instasi pemerintahan. Penelitian ini diharapakan memberikan manfaat untuk 
kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintahan, aparat penegak hukum, 
maupun masyarakat serta mahaasiswa. 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan di 
bidang hukum yang berkaitan dengan delik suap dalam pandangan pemikiran hukum 
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SMPN 4 Bonto Bulaeng yang sekarang bernama SMPN 
13 Bulukumba Kab. Bulukumba, pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di 
SMAN 1 Bulukumpa yang sekarang bernama SMAN 2 Bulukumba Kab. 
Bulukumba dan lulus pada tahun  2011. Pada tahun  2012 melanjutkan 
pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya (UIN) Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar Jurusan Hukum  Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
